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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO 
 
NOMOR : 23                                                TAHUN : 2012  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR  23  TAHUN  2012 

 

TENTANG 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2013 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO, 

 
Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; 
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b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 yang diajukan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan 
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2013 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum  
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah serta 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
telah disepakati bersama antara Pemerintah 
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
pada tanggal 31 Juli 2012;   

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013; 

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik 
Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah 
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi 
satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 
Nomor 101); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2004 tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
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9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua atas  Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 
5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

dan 
BUPATI KULON PROGO 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2013. 

 
Pasal   1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 
adalah sebagai berikut : 
 

a. Pendapatan Daerah Rp. 918.782.459.862,87. 
b. Belanja Daerah Rp. 935.369.836.234,81. 
   Defisit Rp.16.587.376.371,94 
 

 
  

c. Pembiayaan Daerah   
 1. Penerimaan  Rp. 18.341.263.656,74.  
 2. Pengeluaran Rp.   1.753.887.284,80.      
  Pembiayaan Netto Rp.16.587.376.371,94 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan 
(SiLPA)  

Rp.                      0,00 

 
Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf a, terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.64.750.332.115,33. 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 675.803.313.747,54. 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah 

Rp.178.228.814.000,00. 
 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) 

huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan : 
a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 7.625.374.700,00. 
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 12.195.608.906,00. 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

sejumlah Rp. 7.562.640.288,60. 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah       

Rp. 37.366.708.220,73. 
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah              

Rp. 27.930.383.747,54. 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 594.978.790.000,00. 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.  52.894.140.000,00. 

 
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan; 
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 1.309.720.000,00. 
b. Dana Darurat sejumlah Rp.0,00. 
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya sejumlah Rp. 32.537.173.000,00. 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah            

Rp. 124.340.921.000,00. 
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 

lainnya sejumlah Rp. 20.041.000.000,00. 
 

Pasal 3 

 
(1) Belanja  Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, 

terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 652.352.522.845,81. 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 283.017.313.389,00.   

 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 586.379.356.435,00. 
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 35.405.591,89. 
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00. 
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 10.822.540.000,00. 
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 14.164.230.250,00. 
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa sejumlah Rp. 1.148.469.028,10 
g. Belanja  Bantuan  Keuangan  sejumlah                             

Rp. 32.280.094.640,82. 
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 7.522.426.900,00. 

 

 8 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)      
huruf b, terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.  47.624.382.349,00. 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 116.995.995.095,00. 
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 118.396.935.945,00. 

 
Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan  Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf c, terdiri dari : 
a. Penerimaan  sejumlah Rp.  18.341.263.656,74. 
b. Pengeluaran sejumlah Rp.    1.753.887.284,80. 

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 16.357.096.156,74. 
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00. 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

sejumlah Rp. 0,00. 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah  sejumlah Rp. 0,00. 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah          

Rp. 0,00. 
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 1.984.167.500,00. 

 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00. 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 

Rp. 1.662.500.000,00. 
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 91.387.284,80. 
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00. 
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Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

I. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
II. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
III. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

IV. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program  dan Kegiatan; 

V. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; 

VI. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; 
VII. Daftar Piutang Daerah; 

VIII. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
IX. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 
X. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

lainnya; 
XI. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran ini;  

XII. Daftar Dana Cadangan Daerah; dan  
XIII. Daftar Pinjaman Daerah. 

 
Pasal 6 

 
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 
operasional dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
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Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kulon Progo.  

 
Ditetapkan di Wates 
pada tanggal 27 Desember 2012 

 
BUPATI KULON PROGO, 

 

Cap/ttd 
 

HASTO WARDOYO 

 
 

Diundangkan di Wates 
pada tanggal 27 Desember 2012 
 
       SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO, 

 

                   Cap/ttd 
 

            BUDI WIBOWO 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2012   NOMOR 23 

 


